
BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6? TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 merupakan
landasan penyusunan KUA (Kebijakan Umum
Anggaran) dan PPAS (Prioritas Plafon Anggaran
Sementara) dalam rangka penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019,

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan .

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
menyatakan bahwa Bupati/Walikota menetapkan
Peraturan Bupati/Walikota Tentang RKPD
Kabupaten/Kota paling lambat 1 Minggu setelah
RKPD Provinsi ditetapkan,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
kabupaten Solok Selatan tahun 2019 dengan
Peraturan Bupati,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286):
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten
Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di
Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348):

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
NomOr 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

3.

4.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep ublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004
tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4403):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran :

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),
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10.

li.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817):

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.
tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887):

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015 — 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3):

Peraturan Presiden Nomor
(Pranua

2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019
(Lembayan Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nom

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Janka Menengah Daerah,
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019:
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aw — 5.5.

17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor
Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Tahun 2019, |

18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2005-2025,

19. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2011-2031,

20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2016-2021.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor
15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah,

22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2018,

23. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 56 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan
Tahun Anggaran 2018,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN TAHUN 2019

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada
pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah unsur
perencana penyelenggaraan pemerintahan yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

7. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung
atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau
dampak dari perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan daerah antara lain unsur DPRD
provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI,
Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh
masyarakat, pengusaha/investor, pemerintah pusat,
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan
desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan
dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber
daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat yang nyata, baik dalam aspek
pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya
saing, maupun peningkatan indeks pembangunan
manusia.

9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan
di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan
wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.

10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
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12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun
atau disebut dengan rencana pembangunan
tahunan daerah.

13.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat
Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu)
tahun.

17.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan
program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam
penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum
disepakati dengan DPRD.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program
dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

19.Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam
bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

20. Kerangka Regulasi, adalah sekumpulan pengaturan
yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dalam
bentuk perundang-undangan untuk mencapai
sasaran hasil pembangunan, sebagai bagian integral
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dari upaya pembangunan daerah secara utuh.

21.Kerangka Anggaran adalah rencana kegiatan
pengadaan barang maupun jasa yang akan didanai
APBD untuk mencapai tujuan pembangunan
daerah.

22. Kerangka Pendanaan, adalah program dan kegiatan
yang disusun untuk mencapai sasaran hasil
pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari
anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian
integral dari upaya pembangunan daerah secara
utuh.

23.Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan . daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat
penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang,- dan menentukan tujuan penyelenggaraan
pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

24. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

25.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

26. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-
program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

27. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

28. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

29.Kegiatan adalah bagian dari program yang
dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program, danterdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupapersonil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi,dana, atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk
barang/jasa.
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30. Kegiatan Prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan
untuk mencapai secara langsung sasaran program
prioritas.

31. Prakiraan Maju adalah perhitungan kebutuhan dana
untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan, guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah disetujui
untuk setiap program dan kegiatan.

32.Bersifat Indikatif adalah bahwa data dan informasi,
baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun
keluaran dan dampak yang tercantum di dalam
dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai.

33.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/
program yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

34. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan,
proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak
yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu
program atau kegiatan.

35.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya
disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan
mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga
secara minimal.

36.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan
dari suatu program atau keluaran yang diharapkan
dari suatu kegiatan.

37.Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang
dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan
program dan kebijakan.

38.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang
mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-
kegiatan dalam satu program.

39.Musyawarah perencanaan pembangunan yang
selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum
antar pemangku kepentingan dalam rangka
menyusun rencana pembangunan daerah.
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40.Forum Perangkat Daerah merupakan wahana antar
pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung
mendapatkan manfaat atau dampak dari program
dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini disusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan
tahun 2019.

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan maksud sebagai dokumen
perencanaan yang operasional untuk jangka waktu
periode 1 (satu) tahun dan sebagai pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA),
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam rangka
penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Solok Selatan
untuk Tahun Anggaran 2019.

Oo

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok
Selatan Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun dengan tujuan:
a. Mewujudkan pencapaian visi dan misi Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Solok Selatan yang
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2016-2021:

b. Untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan
sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan,
maupun antar tingkat pemerintahan,

c. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian, dan pengawasan:

d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan
dunia usaha serta tercapainya pemanfaatan
sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 disusun
dengan sistematika sebagai berikut:

a. BABI PENDAHULUAN

b. BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
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Aa

c. BABIII KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEUANGAN DAERAH

d. :BABIV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
| DAERAH

e. BABV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DAERAH

f. BABVI KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

g. BAB VII PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Naskah Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun
2019 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Oo Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok
Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Jum 2018
BUPATI SOLOK SELATAN,r

Pawzni
ZA

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juni 2018

ARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2018 NOMOR .£67
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